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PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

Mcngingat

: a. Bahwa sebagui pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tenatang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Pcrangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja
Dinas-dinas i )aerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

b. Bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah
Propinsi K.mmantan Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah ;

: 1 . Undang-und: ; .g Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra I mgkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 62, ambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 38w ;

3 . Undang-unomig Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pei , . ntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72. mibahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4 . I Jndang-unu . , . ig Nomor 8' Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
( Lembaran egara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 304

5. IJndang-un ; g Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 8 mn 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tal . a 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890) ;

6. Peraturan k ..erinlah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai No eri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun
1994 Noim 11. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;

7. Peraturan I erinlah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai N n Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan i nbaran Negara Nomor 1547) ;

8 . Peraturan ! neriniah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah an Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran
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Mcnctapkan

Negara Talum 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

10. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PHRWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN PENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daearh ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain scbagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah gubernur Kalimantan Tengah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas
Daerah yang ter. ; i ri dari :
1 . Dinas Kelna n a n ;
2. Dinas Pertanian ;

3. Dinas Pertain hangan dan Encrgi ;
4. Dinas Kelautnn dan Perikanan ;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi ;
6. Dinas Pekerjaan Unium ;
7. Dinas Periiu. ustrian dan Perdagangan ;
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<S . Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Menengah ;
' ) . Dinas Kesehatan ;
10. Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan :
I 1 . Dinas Kcsejahteraan Sosial ;
12 . Dinas Perkebunan ;
13. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya ;
14 . Dinas Tenaga Kerja ;
1 5 . Dinas Pendapatan Daerah ;
16. Dinas Kehcwanan ;
1 7. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi ;

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas-dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Kchutanan

Paragraf Pertama
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kchutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Pasal 5

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan ;
c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan ;
d. Penyelenggaraan pembinaan hutan ;
e. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
f. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
g. Penyelenggaraan izin usaha hutan ;
h . Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.
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Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Kehutanan terdiri dari :
a . Kepala Dinas ;
h . Wakil Kepala Dinas ;
e. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :

1 . Sub Bagian Perlengkapan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4 . Sub Bagian Umum dan Ortal.

d . Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari :
1 . Seksi Rencana Karya Kehutanan ;
2. Seksi Data dan Inventarisasi ;
3. Seksi Pemetaan Kawasan Hutan ;
4. Seksi Perencanaan dan Pemrograman Kehutanan.

e. Sub Dinas Bina Usaha Kehutanan yang terdiri dari :
1 . Seksi Rencana Pengusahaan Hutan ;
2. Seksi Sarana Hutan ;
3. Seksi Tenaga Teknis Pengusahaan hutan ;
4. Seksi Aneka Guna Pengolahan Hasil Hutan.

f. Sub Dinas Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan yang terdiri dari :
1 . Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi ;
2. Seksi Konservasi ;
3. Seksi Penyuluhan ;
4. Seksi Hutan Kemasyarakatan/Perhutanan Sosial.

g. Sub Dinas Produksi Hasil Hutan yang terdiri dari :
1 . Seksi Legalitas ;
2. Seksi Pungutan Iuran Hutan ;
3. Seksi Pungutan Hasil Hutan ;
4. Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Informasi Kehutanan.

h . Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang terdiri dari :
1 . Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan ;
2. Seksi Perlindungan ;
3. Seksi Perundang-undangan ;
4. Seksi Polisi Kehutanan ;

i . Kelompok Jabatan Fungsional.
j . Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Kedua

Dinas Pertanian
Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 8

Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Penyediaan dukungan dan pembinaan teknis prasarana dan sarana tanaman pangan dan

hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya ;
c. Penetapan standar teknis, pelayanan minimal, pengaturan dan bimbingan teknis

pengembangan produksi serta penaggulangan eksplosi hama penyakit tanaman pangan
dan hortikultura antar Kabupaten/Kota ;

d . Penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional dan pembinaan teknis penyuluhan tanaman
pangan dan hortikultura ;

e. Pengaturan pelaksanaan dan pembinaan teknis promosi, pengolahan dan pemasaran hasil
serta dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang tanaman pangan dan
hortikultura ;

f. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari ;

1 . Sub Bagian Perencanaan Kerjasama ;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum.

d . Sub Dinas Bina Prasarana dan Sarana yang terdiri dari :
1 . Seksi Pemanfaatan Air Irigasi ;
2. Seksi Pengembangan Laban ;
3. Seksi Alat dan Mesin ;
4. Seksi Agroinput.

e. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :
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1 . Selcsi Pengembangan Sistem Produksi ;
2. Seksi Pengembangan Sistem Pembenihan ;
3 . Seksi Perlindungan ;
4. Seksi Tanaman Hias, Obat-obatan dan Gizi.

f. Sub Dinas Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
1 . Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan ;
2. Seksi Pengembangan Penyuluhan ;
3. Seksi Kelembagaan Petani.

g . Sub Dinas Bina Usaha Tani, terdiri dari :
1 . Seksi Permodalan ;
2. Seksi Promosi dan Investasi ;
3. Seksi Pengolahan Hasil ;
4. Seksi Pemasaran Hasil.

h . Kelompok Jabatan Fungsional.
i . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Dinas Pertambangan dan Energi
Paragraf pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan Peraturan Perundahg-undangan yang berlaku ;
b. Pengelolaan wilayah pertambangan ;
c. Pembinaan pertambangan ;
d. Pembinaan pengusahaan listrik dan energi ;
e. Pemberian ijin usaha pertambangan ;
f Pemberian ijin usaha ketenagalistrikan ;
g. Pemberian ijin usaha migas ;
h . Pembinaan K3 dan lingkungan pertambangan dan energi ;
i . Pelayanan jasa pertambangan dan energi ;
j. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.
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Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari ;

1 . Sub Bagian Perencanaan Pelaporan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum.

d. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
1 . Seksi Geologi Umum dan Kelautan ;
2. Seksi Geologi Tata Lingkungan ;
3. Seksi Sumber Daya Mineral ;
4. Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey.

e. Sub Dinas Pertambangan Umum, terdiri dari :
1 . Seksi Bina Usaha Pertambangan Umum ;
2. Seksi Bimbingan Teknis dan Konservasi Pertambangan Umum ;
3. Seksi Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Pertambangan Umum.
f. Sub Dinas Migas, Listrik dan Energi, terdiri dari :

1 . Seksi Bina Usaha Migas, Listrik dan Energi ;
2. Seksi Pengembangan Milisen ;

! 3. Seksi Bintek dan Konservasi Migas, Listerik dan Energi ;
4. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Milisen.

g. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
i 1. Seksi Pengawasan Usaha dan Teknik ;

2. Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah ;
3. Seksi Pengawasan dan Kesehatan Kerja ;
4. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf Pcrtama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
tugas dekonsentrasi dibidang Kelautan dan Perikanan.

!
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Pasal 14

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;
Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani nelayan ;
Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati ;
Pengembangan prasarana perikanan ;
Penyelenggaraan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraph kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1 . Sub Bagian Perencanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

d. Sub Dinas Bina Prasaran dan Sarana Perikanan terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Prasarana dan sarana Budidaya ;
2. Seksi Budidaya ;
3. Seksi Pembenihan ;
4. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

e. Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya ;
2. Seksi Identifikasi SDI dan Jasa Kelautan ;
3. Seksi Suaka Perikanan ;
4. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

1' Sub Dinas Bina Sumberdaya Ikan terdiri dari :
1 . Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tawar ;
2. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tayau ;
3. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Laut ;
4. Seksi Data Potensi.

g. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
1. Seksi Bimbingan Mutu dan Pengolahan Hasil ;
2. Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan ;
3. Seksi Pemasaran ;
4. Seksi Perizinan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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i . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 17

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan dan telekomunikasi sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang
perhubungan dan telekomunikasi ;

c. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang transportasi jalan

d. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi
sungai, danau dan penyeberangan ;

e. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi laut ;
f. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi udara

g. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pos dan
telekomunikasi ;

h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan
masyarakat, tatausaha serta rumah tangga Dinas Transportasi dan Telekomunikasi ;

i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Perencanaan ;
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2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum.

d. Sub Dinas Transportasi Jalan, terdiri dari :
1 . Seksi Lalu Lintas Jalan ;
2. Seksi Angkutan Jalan ;
3. Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan ;
4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan.

e. Sub Dinas Transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan terdiri dari :
1 . Seksi Lalu lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
2. Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan.

f. Sub Dinas Transportasi Laut, terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Laut ;
2. Seksi Kepelabuhan ;
3. Seksi Keselamatan Pelayaran ;
4. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan (GAMAT).

g. Sub Dinas Transportasi Udara, terdiri dari :
1 . Seksi Angkutan Udara ;
2. Seksi Keselamatan Penerbangan ;
3. Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas, Elektronik dan Listrik.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan umum, Permukiman dan Prasarana

Wilayah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi ;
d . Pembinaan pengembangan permukiman ;
e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan ;
f. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan konstruksi ;
g. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ;
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h. Penyelenggaraan urusan ketatusahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

d . Sub Dinas Bina Perencanaan dan Program terdiri dari :
1 . Seksi Program dan Anggaran ;
2. Seksi Perencanaan Umum ;
3. Seksi Tata Ruang Wilayah ;
4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

e. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Transportasi, terdiri dari :
1 . Seksi Perencanaan Teknik Prasarana Transportasi ;
2. Seksi Jalan ;
3. Seksi Jembatan ;
4. Seksi Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

1' Sub Dinas Bina Pengembangan Permukiman terdiri dari :
1 . Seksi Perencanaan Teknik Permukiman ;
2. Seksi Permukiman dan Pengelolaan Bangunan ;
3. Seksi Pengembangan Sarana Lingkungan ;
4. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.

g. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknik Pengembangan Prasarana Pengairan ;
2. Seksi Prasarana Irigasi ;
3. Seksi Pengembangan Prasarana Rawa dan Sungai ;
4. Seksi Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Hidrologi.

h. sub Dinas Bina Konstruksi terdiri dari :
1. Seksi Pengkajian konstruksi ;
2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis ;
3. Seksi Pengendalian dan Uji Mutu ;
4. Seksi Bimbingan Usaha Jasa Konstruksi.

i . Kelompok Jabatan Fungsional.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia, Hasil
Pertambangan, Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan ;

c. Pembinaan Bina Pengkoordinasian pengembangan Industri Aneka ;
d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri ;
e. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri ;
f. Pengelolaan laboratorium kemetrologian ;
g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Hukum dan Umum ;
4. Sub Bagian Kepegawaian.

d . Sub Dinas Industri terdiri dari :
1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan ;
2. Seksi Industri Kimia dan Industri Pertambangan ;
3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan ;
4. Seksi Industri Aneka.

e. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
1. Seksi Monitoring/Evaluasi Pengadaan dan Penyaluran Barang ;
2. Seksi Usaha Perdagangan ;
3. Seksi Ekspor dan Impor ;
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4. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
f. Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Elektronika ;
2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Makanan ;
3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Aneka ;
4. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat.

g. Sub Dinas Metrologi terdiri dari :
1 . Seksi Massa dan Timbangan ;
2. Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume ;
3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
4. Seksi Sarana Kemetrologian.

h. Sub Dinas Fasilitasi dan Pengembangan terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Pameran ;
2. Seksi Pembinaan Kerjasama Industri dan Perdagangan ;
3. Seksi Iklim Usaha ;
4. Seksi Sarana dan Prasarana.

i . Kelompok Jabatan Fungsional .
j . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

Pasal 26

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
c. Koordinasi penyusunan program dan evaluasi pengolahan data dan informasi

perkoperasian, usaha kecil, menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di

bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah ;
e. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di

bidang fasilitasi dan simpan pinjam Koperasi Usaha Kecil, Menengah ;
f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.
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Paragraph Kedua
Susunan Koperasi

Pasal 27

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1 . Sub Bagian Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Hukum ;
4. Sub Bagian Umum dan Humas.

d. Sub Dinas Program, data dan Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Program ;
2. Seksi Data dan Informasi.

e. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ;
2. Seksi Perikanan dan Peternakan ;
3. Seksi Industri dan Jasa.

f. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Industri Pertanian ;
2. Seksi Industri Non Pertanian ;
3. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.

g. Sub Dinas Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam terdiri dari :
1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan ;
2. Seksi Penilaiana Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
Dinas Kesehatan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Ksehatan.
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Pasal 29

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang

di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. Koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi

kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan ;
c. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan

kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan ;
d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan khusus ;
e. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan

tradisional ;
f. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan,

teknologi kesehatan dan gizi ;
g. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi

kesehatan dan gizi ;
h. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, JPKM, kesehatan

keluarga dan gizi ;
i . Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Wakil Kepala Dinas.
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;

1 . Sub Bagian Urnum.
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Hukum dan Humas.

d . Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
1. Seksi Penyusunan Program ;
2. Seksi Data dan Informasi ;
3. Seksi Penyusunan Anggaran ;
4. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

e. Sub Bagian Penanggulangan Penyakit, terdiri dari :
1 . Seksi Survalilans Epidemiologi ;
2. Seksi Penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) ;
3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
4. Seksi Kesehatan Lingkungan.

f. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kesehatan Dasar ;
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2. Seksi Pembinaan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
4. Seksi sertifikasi Teknologi Kesehatan dan Gizi.

g. Sub Dinas Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan ;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
4. Seksi Obat dan Alat Kesehatan.

h. Sub Dinas Promosi Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
3. Seksi Gizi ;
4. Seksi Kesehatan Keluarga.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraph pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunya tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 32

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai' fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa ;
c. Pembinaan pendidikan menengah dan perguruan tinggi ;
d . Pembinaan pendidikan luar sekolah ;
e. Pembinaan Kebudayaan ;
f. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Perlengkapan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum

d. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari :
1. Seksi Penyusunan Rencana Program ;
2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
3. Seksi Monitoring Penyusunan Rencana Program ;
4. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Hubungan Antar Lembaga.

e. Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Dasar ;
2. Seksi Sekolah Luar Biasa ;
3. Seksi Sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
4. Seksi Sarana dan Prasaran Pendidikan.

f. Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Menengah Umum ;
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
4. Seksi Perguruan Tinggi dan Pengembangan Pendidikan.

g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
1 . Seksi Pendidikan Masyarakal ;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pedidikan Luar Sekolah ;
3. Seksi Pendidikan Usia Dini ;
4. Seksi Pendidikan Dasar Sekolah.

h. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari ;
1 . Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional, Bahasa dan Budaya Daerah ;
2. Seksi Permuseuman ;
3. Seksi Perlindungan, Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala ;
4. Seksi Pengembangan Seni.

i . Kelompok Jabatan Fungsional.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kcsebelas
Dinas Kesejahteraan Sosial

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
tugas dekonsentrasi di bidang Kesejahteraan sosial.
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Pasal 35

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan social ;
c. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi social ;
d. Pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat ;
e. Penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat ;
f. Pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial dan sumbangan sosial ;
g. Pengelolaan urusan ketatasahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian.

d. Sub Dinas Program, terdiri dari :
1 . Seksi Monitoring dan Evaluasi ;
2. Seksi Penyusunan Program ;
3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.

e. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1 . Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat ;
3. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan ;
4. Seksi Bimbingan Karang Taruna.

1' Sub Dinas Bina Rehabilitasi Sosial , terdiri dari :
1 . Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat ;
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila ;
3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika.

g. Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Bimbingan Pekerja Sosial dan Sumbangan Sosial ;
2. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;
3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam ;
4. Seksi Organisasi Sosial.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian KeduaBelas
Dinas Perkebunan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Perkebunan.

Pasal 38

Dinas Perkebunan mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapka oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. Penyelengaraan pengolahan perkebunan ;
c. Pengelolaan dan pemasaran hasil Perkebunan ;
d. Pembinaan pemanfaatan kebun ;
e. Pengawasan hasil perkebunan ;
f. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan ;
g. Pembinaan usaha perkebunan ;
h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
! Susunan Organisasi

Pasal 39

! Dinas Perkebunan terdiri dari :
1 a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Hukum dan Organisasi.

d. Sub Dinas Bina Perencanaan, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Statistik ;
2. Seksi Perumusan Program dan anggaran ;
3. Seksi Tata Ruang dan Pemetaan ;
4. Seksi evaluasi dan Pelaporan.

e. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
1 . Seksi Pembibitan dan Pembenihan ;
2. Seksi Pengembangan dan Standard Teknik Produksi ;
3. Seksi Eksplorasi Produksi ;
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4. Seksi PTO.PPRDI.
f. Sub Dinas Proteksi, terdiri dari :

1 . Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT ;
2. Seksi Pengembangan dan statistik P. OPT ;
3. Seksi Pengendalian OPT ;
4. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Kebun.

g. Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran. terdiri dari :
1 . Seksi Pengembangan dan Standarisasi TPH ;
2. Seksi PTO Pengolahan Hasil ;
3. Seksi Pengendalian Mutu Hasil ;
4. Seksi Pemasaran.

h. Sub Dinas Kelembagaan dan Sapras, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Usaha ;
2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
3. Seksi Pengembangan dan Investasi ;
4. Seksi Penyuluhan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Tenis Dinas.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi di bidang Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 41

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan pemberdayaan Pariwisata dan Seni Budaya ;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;
d . Membuat program pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya ;
e. Pengawasan terhadap pertumbuhan Pariwisata dan Seni Budaya ;
f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.
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Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum ;

d. Sub Dinas Bina Seni Budaya, terdiri dari :
1. Seksi Pesona Seni Budaya ;
2. Seksi Pesona Seni Kriya dan Rupa ;
3. Seksi Pertunjukan dan Atraksi ;
4. Seksi Pesona Sejarah dan Purbakala.

e. Sub Dinas Bina Sarana dan Obyek Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar ;
2. Seksi Usaha Jasa ;
3. Seksi Rekreasi dan hiburan Umum ;
4. Seksi Obyek Pariwisata.

f. Sub Dinas Bina Pemasaran, tediri dari :
1. Seksi Promosi dan Pemasaran ;
2. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
3. Seksi Dokumentasi dan Informasi ;
4. Seksi Pengendalian dan Analisa Pasar.

g. Kelompok Jabatan fungsional.
h . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempatbelas
Dinas Tenaga Kerja

Paragraph Pcrtama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Tenaga Kerja.

Pasal 44

Dinas Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :
a . Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapka oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
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b. Menyelengaraan kebijaksanaan ketcnagakerjaan dibidang penempatan dan perluasan
wilayah kerja, dibidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan Industrial dan
syarat kerja, dibidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenaga
kerjaan ;

c. Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atau rekomendasi pada
pengerah tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja
maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha ;

d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Tenaga Kerja ;
e. Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja ;
f. Pembinaan pendidikan ketcrampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif ;
g. Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap

pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sector ekonom ;
h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kcdua
Susunan Organisasi

Pasal 45

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Perlengkapan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum.

d. Sub Dinas Perencanaandan Program, terdiri dari :
1 . Seksi Rencana dan Program ;
2. Seksi Informasi Ketenaga Kerjaan ;
3. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja ;
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

e. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Tenaga Kerja Mandiri ;
2. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja ;
3. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja.

f. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja ;
2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi ;
3. Seksi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ;
4. Seksi Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja.

g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan ,yang terdiri dari :
1. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan ;
2. Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja dan Pengusaha ;
3. Seksi Norma Ketenaga Kerjaan dan Jatnsostek ;
4. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Kerja.

79



h. Kelompok Jabalan Fungsional.
i . Unit Pelaksana Tenis Dinas.

Bagian Kclimabclas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraph Pcrtama
Tugas Pokok clan Fungsi

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 47

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Koordinasi pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;
c. Penyelenggaraan pungutan Pendapatan Daerah ;
d . Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;
e. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Humas.

d . Sub Dinas Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
1 . Seksi Perencanaan Pendapatan ;
2. Seksi Hukum dan Perundang-undangan ;
3. Seksi Analisa Pelaporan Pendapatan Daerah ;

e. Sub Dinas Pajak dan Restribusi, terdiri dari :
1 . Seksi Pajak Daerah ;
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2. Seksi Restribusi Daerah ;
3. Seksi Sengketa dan Doleansi ;

f. Sub Dinas Badan Usaha Milik Daerah dan Penerimaan lainnya, terdiri dari :
1. Seksi Badan Usaha Milik Daerah ;
2. Seksi Lain-lain PAD ;
3. Seksi Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

g. Sub Dinas Dana Perimbangan , terdiri dari :
1. Seksi Bagi Hasil Pajak ;
2. Seksi Bagi Hasil Sumber Daya Alam ;
3. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

h. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Keuangan dan Material ;
2. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi ;
3. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan.

i . Kelompok Jabatan fungsional.

j . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenambelas
Dinas Kehewanan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

Dinas Kehewanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Dinas Kehewanan.

Pasal 50

Dinas Kehewanan mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehewanan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapka oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;
c. Pengelolaan sarana dan prasarana kehewanan ;
d. Pembinaan pengembangan usaha dan agribisnis ;
e. Pembinaan dan pengembangan hewan ;
f. Pembinaan kesehatan hewan dan dan kesehatan masyarakat ;
g. Pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran ;
h. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani ;
i . Penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan penyuluhan ;
j. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan hewan ;
k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.
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Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

Dinas Kehewanan terdiri dari :
Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1 . Sub Bagian Perencanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan ;
4. Sub Bagian Umum.

d. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :
1. Seksi Bibit ;
2. Seksi Pakan ;
3. Seksi Budi Daya ;
4. Seksi Penerapan Teknologi, Alat dan Mesin.

e. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit ;
4. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

f. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
1 . Seksi Permodalan, Promosi dan Investasi ;
2. Seksi Pemberdayaan Usaha ;
3. Seksi Pengolahan Hasil ;
4. Seksi Pemasaran.

g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan ,yang terdiri
dari :

1 . Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan ;
2. Seksi Penataan dan Kelembagaan Petani ;
3. Seksi Pengembangan Lahan dan Lingkungan Hidup Hewan ;
4. Seksi Pelestarian dan Perlindungan Hewan.

h. Kelompck Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Transmigrasi.

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Transmigrasi sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditelapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan informasi kependudukan dan potensi
kawasan transmigrasi ;

c. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi ;
d. Pembinaan dan Koordinasi penyelenggaraan pelayanan mobilitas dan perpindahan

penduduk ;
e. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan masyarakat transmigrasi ;
f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Program ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan ;
4. Sub Bagian Umum.

d. Sub Dinas Penyediaan Informasi Kependudukan dan Potensi Kawasan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi ;
2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
3. Seksi Analisisi dan Evaluasi ;
4. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.

e. Sub Dinas Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Penyediaan Areal ;
2. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan dan Amdal ;
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3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kawasan ;
4. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan.

f. Sub Dinas Mobilitas dan Perpindahan Penduduk, terdiri dari :
1. Seksi Identifikasi Penyebaran Penduduk ;
2. Seksi Pengerahan Mobilitas ;
3. Seksi Fasilitasi Penduduk ;
4. Seksi Peningkatan Mutu Kelerampilan Transmigrasi.

g. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Motivasi ;
2. Seksi Partisipasi Masyarakat ;
3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Investasi ;
4. Seksi Bina Sosial Budaya.

h. Kelompok Jabatan fungsional.

i . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah
sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 56

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 55,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliaannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1 ),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 57

( 1 ) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Dinas-dinas Daerah mempunyai kedudukan
sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah ;
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(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang
ditetapkan Pemerintah.

BAB VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

(1 ) Bagan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah adalah sebagaiman tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini ;

(2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi secara vertical serta
horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

Pasal 60

(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan
pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti,
memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 62

Para Kepala Sub Dinas lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas,
selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan
Kepala Dinas kepada Gubemur.
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BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

(1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas,
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku ;

(3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah dilakukan oleh Gubernur dan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas kewenangan masing-masing.

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya,
akan ditetapkan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah.

Disahkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 NOVEMBER 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 NOVEMBER 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

A. DJ. NIHIN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.
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LAMPIRANI PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 0 TAilUN 2000 *TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DIMAS KEHUTANAN

WAKII. KEPALA DIMAS

r
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

RENgWA KARYA
- • KEHUTANAN

f• : i£L
Sfe JPEKET KAWASANSSSr -:: HUTAN

V" SEKSI«a
Mr ' '

BAGIAH TATA USAHA I

L
Sim BAGIAN

PERLENGKAPAN

I

Sim BAGIAM
KEUANGAN

_L
SUB RAGI AN
KEPEGAWAIAW

T
SUB DINAS
BINA USAHA
KEHUTANAN

T

SEKSI
RENCANA PENGUSAHAAH

HUTAN

SEKSI
SARANA HUTAN

SEKSI
TENAGA TEHNIS

PENGUSAHAAN HUTAN

SEKSI
ANEKA GUNA PENGOLAH

AN HASIL HUTAN

T
SUB DINAS

KONSERVASI, REHABILITA-
SI LAHAN DA.N HUTAN

SUB DINAS
PRODUKSI HASIL

HUTAN

SEKSI
RE30ISASI DAN

REHABILITASI

SEKSI
KONSERVASI

SEKSI
PENYULUHAN

SEKSI HUTAN
KEMASYARAKATAN/

PERHUTANAN SOSIAL

SEKSI
LEGALITAS

SEKSI
PUNGUTAN IURAN

KEHUTANAN

SEKSI
PUNGUTAN HASIL

HUTAN

SEKSI SERTIFIKASI,
STANDARISASI DAN
INFORMASI KEHUTANAN

r upTD >
GUBERNUR KALIMANTAN TKNGAH, /

ASMAWI AGANI

Dmndangkan dj. Palanqka Raya

IMil.i LaiKjyal. 1U lJUv jifiiiri/ rOOO.
SEXRETAR1S DAERAH PR0PINN1

KALIMANTAN TEN<5AHf

v
A .

r.ElR'.ARA'N DAERAM PROPINS! KALIMANTAN TEflGAM
fVHJN 2000 NO*'OP r)P .

SUB BAGIAN
UMUM DAN ORTAL

SUB DINAS
PERLINDUNGAN DAN
PENGAMANAN HUTAN

T

SEKSI
PENGAWASAN PEREDAR

AN HASIL HUTAN

SEKSI
PERLINDUNGAN

SEKSI
PERUNDANG -UNDANGAN

SEKSI
POLISI KEHUTANAN



LAMPI II PERATURAH DAERAH PROP!MG 1
KALIMANTAN TENGAil.
HOMOR S TAHU1J 2000.
TANGGALl6 NOVEMBER 20C0

1

KEPAI.A DIMAS PERTAMIAN

WAKIL KEPALA DIMAS
r

r
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U I I G S I 0 t l A L

EEEEEEEES

SUB DINAS BINA
PRASARAMA DAM SARANA

SEKSI
PEMANFAATAN AIK

IRIGASI

SEKSI
PENGEMBANGAN LAILAM

SEKSI
ALAT DAN MESIN

SEKSI
AGROINPUT

i A

X
SUB DINAS

BINA PRODUKSI

SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM

PRODUKSI

SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM

PERBENIHAN

SEKSI
PERLINDUNGAN

SEKSI
TAN.AMAN BIAS, OBAT-
OBATAN DAN GIZI

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN
PERENOANAAN
KERJASAMA

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

KEUANGAN

X
SUB BAGIAN

UMUM

X
SUB DINAS BINA

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

1
SUB DINAS
BINA USAHA

TANI

SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM

PELATIHAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
PENYULUHAN

OPl/OT

KELEMBAGAAN
TANI

X
SEKSI

PERMODALAN

SEKSI
PROMOSI DAN
INVESTASI

SEKSI
PENGOLAHAN
HASIL

SEKSI
PEMASARAN
HASIL

UPTD
L

GUEERNUR KAIJMANTAN TENGAH,

ASMftWl AGANI

Diundangkan ai PalangkayRaya
pada tanggal 18 NOViJXBIiK 2000.
SEKRETARIS DAERAHXROPINSI
|\|ALIMANTM TENG H,

A. IHIN

L

:•

' if
, X

X

DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH X§
TAHUN 2000 NOMOR 52 I
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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PR0P1NSI
KALIMANTAN TENGAH .
NOMOR 0 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS FERTAMDANOAH
DAN ENERG1

WAKIL KEPALA DINAS,

r
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

GBOLO§IDISUMBER
DAYA MINERALy«'

' i;. SEKSIGEOLOGI UMUM DAN
KELAUTAN

SEKSI
GEOLOGI TATALINGKUNGAN

!' SEKSI
SUMBER DAYA

MINERAL

SEKSI
LAB DAN PERALATAN

SURVEY

BAGIAN TATA USAHA j

r~

SUB BAGIAN
FERENCANAAN DAN

PELAPORAN
Sim BAGIAN

KKUANGAN

T
SIJB BAGIAN

, KEPEGAWAIAN

• SUB DINAS
PERTAMBANGAN UMUM

SEKSI BINA
USAHA PERTAMBANGAN

UMUM

SEKSI
BINTEK DAN KONSERVASI

PERTAMBANGAN UMUM

SEKSI
PENYIAPAN WILAYAH

PERTAMBANGAN

SEKSI
BINA K3 LPU

SUB DINAS
MIGAS, LISTRIK DAN

ENERGI
IT

PENGAWASAN
1

PERTAMBANGAN
DAN ENERGI

SEKSI
BINA USAHA MTU SEN

L
_

SEKSI
PENGEKBANGAN MILT SEN

SEKSI
BINTEK DAN KONSERVASI

MI LISEN

SEKSI
BINA K 3 L

M [ LISEN

SEKSI
FENGAWASAN USAHA

DAN TEKNIK

r

hK.fi L i\

SEKSI
PENGAWASAN AIR RAWAH

TANAil

SEKSI •
PENGAWASAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI
PENGAWASAN DAMPAK

LINGKUKGAM

I UPTD 1-i

TT-III
GUBERNUR KALIMANTAN TENGA1 I , /

ASMAl'V AGANI

\
Diunchi igkni * cli Palangka KJiya
pada tanqga1 11.1 MO'/ aui/ jut 1 UUO.
SKKRCTA1:: : DAKRAI i wfor IN::;

KM :v' TAN TKNGA'R

l

SUB BAGIAN
UMUM

LE!T' M N PA
TAHJN 2LOO '
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LAMP I RAN IV PKRATURAN DAI- RAM PROP I NS I
KALIMANTAN TKNGAll
NOMOR 3 TAllUlN 200U.
TANGGAI. 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DIJJAS
KEIUUTAN DAN PKRIKAHAN

WARM . KKPAIA DINAS

KJELOMPOK JADATAN
FUNGS IONAL

SUB DINAS
BINA PRASARANA DAN SARANA

PERIKANAN
J

SEXSI PEMBINAAN
PRASARANA DAN SARANA

BUDI DAYA

SEKSI
PEMBINAAN PRASARANA &

SARANA PENANGKAPAN

SIXSI
PEMBINAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN NELAYAN

SEKSI
TATA OPERASIONAL

PELABUHAN PERIKANAN

SUB DINAS
BINA PRODUKSI

SEKSI
PENANGKAPAN

SEKSI
DUDIDAYA

SICKS I
PEKBINIIIAN

SDKS l
B1 MBINCAN DAN

PENYULUHAN

L

BAG I AN
TATA USAHA

L
SUB BAG1 AN

PERENCANAAN

I

X
SUB BAGI AN

KEUANGAN
SUB BAGI AN
KEPEGAWAIAN

SUB BAG.JJMUM DAN
PERL04GKAPAN

T'
sun DINAS

BINA SUMBER LAYAT I

:r ~

SUB DINAS
P. INA SUMBER DAYA

I KAN

SUB DINAS
DINA USAHA

SEKSI
PENGAWASAN A PENCEN-DAIJAN SUMBF.RDAYA

SEK' l
INDENTIFIKASI SDI

Z ASA KKLAlJTAN
A

SI 'AKA PIT I KANAN

S I \ K S I
ILNGFN . HAMA DAN
PENYAKIT I KAN

SEKS I
TATA PEMANEAATAN
PERAI RAN TAWAR

..i

SEKSI
TATA PI/MANFAATAN

PKKAIKAN IYYAU

SEKSI
TATA PEMANEAATAN

PERA1 RAN LAt.T
SEKSI

DATA DAN POTENS1

uni) -I

GUBKRNUR KALI SUNTAN Ti'.NGAU ,

I'TSi' fywpfjyt.

ANMAWl AG.AN I

Diuiulnn kAn til p.nmi#k;t K;\yi\

pmln tanpj*aI NOV

SKKKF.TAKIS DAERAH PGfllUN.s!
KALIMANTAN TENfiAll ,

A. DJ >rnnTT
Lf>1I.liKAfrl)AERAII PROP I NS I KALIMANTAN TLNC.'I!
T/'DiJri 2000 NO -'OR L t..

zr
SEKSI

BIMD1NGAN MUTU
DAN PENGOLAHAN HASI

SEKSI
PEMBINAAN USAHA

DAN PEKMODALAN

SEKSI
PEMASARAN

SEKS!
PERIZI NAN

rW-P



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 6 TAHUN 2000.
TANGGAL16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN TELEKOMUNIKASI

i

WAKIL KEPALA DINAS

J
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

I
SUB DINAS

TRANSPORTASI JALAN

J
SEKSI

LALU LINTAS JALAN

SEKSI
ANGKUTAN JALAN

4
PRASARIHA PENGAWASAN
DAN PENGAMANAN JALAN

SEKSI
KESELAMATAN DAN

TEKNIK SARANA JALAN

r
BAGIAN TATA l.SAHA

L
SUL BAGIAN

PERENCANAAN

I

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

"I
SUB BAGIAN

UMUM

SUB DINAS TRANSPORTASI
SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN

T

SEKSI
LALU LINTA5 DAN
ANGKUTAN SDP

SEKSI
PRASARANA SDP

SEKSI
KESELAMATAN DAN

TEKNIK SARANA SDP

SUB DINAS
TRANSPORTASI I.AUT SUB DINAS

TRANSPORTASI UDARA

1
SUB DINAS

POS DAN TELEKOMUNIKASI

.;TVCT
ANGKUTAN LAUT

SEKSI
KEPELABUHAN

SEKSI
KESELAMATAN
PELAYARAN

SEKSI
ANGKUTAN UDARA

SEKSI
KESELAMATAN
PENERBANGAN

SEKSI
TEKNIK BANDAR UDARA

FAS LEKTRIK

T

SEKSI
POS DAN

TELEKOMUNIKASI

SEKSI
TEKNOLOGI INFORMATIKA

DAN PENYIARAN

SEKSI
PENERTIBAN

SEKSI
GAMAT

UPT1)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
3

ASKAWI AGANI.

Diundangkan di PalangkaJRaya
pnda tanggai 13 M0Vj3ffl3 jat 2000.
5EKRETARIS DAEI K PROPINSI

ENGAHKALIMANT

3
A. DJ<TT;HT::

LF JRARAJUDOTA;!PROPJNfT V ALr Mr:r-r.»J ?Er;rv»



LAMPIRAN VI PERATURAN JJAERAH PROPINST
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAliUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM

WAKIL KEPALA DINAS

KE L O M B O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

SEEE
J

SUB DINAS BINA
PERENCANAAN DAN PROGRAM

:;UB DINAS
PENGEKBANGAN PRASARANA

TRANSPORTASI

SEKSI
PROGRAM DAN ANGGARAN

SEKSI
PERENCANAAN UMUM

SEKSI
• . TATA RUANG WILAYAH

SEKSI

SEKSI
PERENCANAAN TEK . BRA
SARANA TRANSPORTASI

SEKSI
JALAN

SEKSI
JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN,
REHABILITASI JALAN

DAN JEMEATAN

PAGIAN TATA USAMA

SUB BAC7IAN
UMUM

i

SUB BAGIAM
KKUANGAN

SUB BAGIAN
KKPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
HUKUM DAN

TATALAKSANA

i i

or in nr 'JAc
BINA PEMGEMBANGAN

PERMUKIMAN
f

FrSI
PERENCANAAN TEKNIK

1 HUMUKIMAN

SEKSI
PEKMUKIMAH DAN

PENGELOLAAN BANGUNAN

GFKSI
PEMGEMBANGAN SARANA

LINGKUNGAN

SEKSI
AIR DERSIH DAN

SANITASI

SUB DINAS
PENGEMBANGAH PRASARANA

PENGAIRAN
~:r

SEKSI PERENCANAAN TEK
NIK PENGEMBANGAN PRA

SARANA PENGAIRAN

SUB DINAS
BINA KONSTRUKSI

SEKSI
PEHGKAJIAN KONSTRUKSI

SEKSI
PRASARANA

IRIGAG1

SEKSI
PEMGEMBANGAN PRASA-
PANA RAWA DAN SUNGAI

SEKSIOPERASIT PEMELIIIARAAN
DAN niDROLCGI

SEKSI
PENYULUHAN DAN
BIMBINGAN TEKNIS

SEKSI
PENGENDALIAN DAN

UJI MUTU

SEKSI
BIMBINGAN USAHA
JASA KONSTRUKSI

[ UPTD I-

GUIIERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMWT AGANI

Diur.clanykan di Polangka Raya

pada tang-gal 18. ftOViiaiiMi 2000.
SFKRETARIS DAFRA!I PROPINSI

KALIMANTAN THSTCAH,

••.-AN IVKRAH PROP:NSI KALIMANTAN TENGAH.. ..
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LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PR0PIN3I
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAMUN 2000.
TANGGAL NOVEMBER 7.000

WAKIL KEPALA DIMAS

K E L O H P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

BAG AN TATA USAllA
I

SUB BAGIAN Sim BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN HOKUM DAN UMUM KEPEGAWAIAN
D.AN PELAPORAN

I
SUB DINAS
INDUSTRI

1
V

SISKSJ
INDUSTRI AGRO

.. DAN HASH MlIT*.*
1.
J"

JJf*

- SEKSI
. INDUSTRI KIMIA DAN

HASIL PERTAMBANGAN

P
.5

SEKSI INDUSTRI LOGAM,
MESIN, ALAT ANGKUT
DAN PEREKAYASAAN

•

SEKSI
i INDUSTRI ANEKA

- SUB DINAS
PERDAGANGAN

1

SKKSI HONp-'ORING/EVALUASI PENGADAN DAN
PENYALURAN BARANG

SEKSI
USAHA PERDAGANGAN

SEKSI
EKPOR DAN IMPOR

SEKSI
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

sim DINAS
PENGAWASAN DAN PERLIN-DUNGAN KONSUMEN

SUB DINAS
KETROLOGI

SUB DINAS
FASILITASI DAN
PENGEMBANGAN

T | 1

SEKSI PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PRODUK ELEKTRONIKA

SEKSI
MASSA DAN 7iM:iAn< ;,\( i •

SEKSI
FROMOSl DAN
PAMERAN

SEKSI PENGAWASAN DAN SEKSI SEKSI PEMBINAAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN UK. ARUS. PANJANG KERJASAMA INDUSTRI
PRODUK MAKANAN DAN VOLUME DAN PERDAGANGAN

SEKSI PENGAWASAN DAN SEKSI SEKSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGAWASAN DAM IKLIM USAHA

PRODUK ANEKA PENYULUHAN -
SEKSI SEKSI SEKSI

PEMBINAAN DAN PELAYAN SARANA KEMETROLOGIAN SARANA DAN
AN MASYARAKAT PRASARANA

UPTD .
r; T; t] GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Rayay
pada tanggal 18 MOVJiMBjjift 2000.
SEKRKTARIS DAERAll PRdPINST

KALIMANTANJfilNGAIh
T

o. NI H I N.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.



LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL, MENENGAH
WAXIL KEPALA DINAS

K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

f
SUB DINAS

PROGRAM, DATA DAN
INFORMASI

SUB DINAS
KOPERASI

J

SEKSI
PROGRAM

SEKSI
DATA DAN INFORMASI

SEKSI
PERTANIAN. KE1[UTANAN
DAN PERKEBUNAN

BAGIAN TATA USAHA -
r SUB BAGIAN

KEPEGAWA1AN
i

-r*

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
BUKUM

SUB BAGIAN
UMUM DAN HUMAS

SUB DINAS
USAHA KECIL DAN

MENENGAH

~L
SUB DINAS

FASILITAS DAN PKMBIA-
YAAN SIMPAN PINJAM

SEKSI
PERIKANAN DAN

PETERNAKAN

SEKSI
INDUSTRI DAN

JASA

J
SEKSI

INDUSTRI
PERTANIAN

SEKSI
INDUSTRI NON

PERTANIAN

SEKSI SIMPAN PINJAM,
PERMODALAN DAN JASA

KEUANGAN

SEKSI
PENILAIAN PEMBIAYAAN
DAN SIMPAN PINJAM

p-LUPTD
[ JJ.

SEKSI
PERDAGANGAN DAN

ANEKA USAHA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A.'MAW! AGAMI

Diundangkan di Palangka Raya

pada langgal 10 L'OV 2000.
/

BKKRHTAKIS DAKRAlPTROf lIU'.I
KALIMANTAN/TENGA1!/

A IIN

I D A E R A H PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
HI *M 20S': NOMOR !p2.

i:



T

I

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAM.
NOMOR 8 NOVKiVtBili 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS KKSEHATAH

WAKIL KEPA1A DINAS

r
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

i

BAGIAN TATA USAMA

SUB BAGI AN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUU BAGI AN
KEPEGAWAIAN

»
SUB BAGIAN

HUKUM DAN HUMAS

SUB DINAS
BINA PROGRAM

SUB DINAS
PENANGGULANGAN PENYAKIT

SEKSI
PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI. DATA DAN INFORMASI

SEKSI
PENYUSUNAN

ANGGARAN

SEKSI
PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KESEHATAN

SEKSI
SURVAILANS
EPIDEMIOLOGI

SEKSI PENANGGULANGAN
WABAH DAN KEJADIAN

LUAR BIASA

SEKSI
PENCEGAHAN PENYAKIT

SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN

SUB DINAS
BINA RELAYANAN

KESEHATAN
z:r

SUB DINAS
SUMBER DAYA

KESEHATAN

SEKSI
PKMHINAAN KESEHATAN

UASAK

SEKSI
PEMBINAAN KESEHATAN

RUJUKAN DAN KHUSUS

i

SEKSI BINA KEFARMASI -
AN. MAKMIN OAN PENGO-

BATAN TRADISIONAL

I SEKSI SERTIFIKASI
1 TEKNOLOGI KESEHATAN, DAN G1ZI

_L
SUB DINAS

PROMOSI KESEHATAN

SEKSI
PENDAYAGIINAAN TENAGA

KESEHATAN

SEKSI
PENDIDIKAN DAN LATIH-

AN TENAGA KES.
SEKSI

SARANA DAN PRASARANA
KESEHATAN

SEKSI
PENYULUHAN KESEHATW

SEKSI
JPKM

r
SEKSI
GIZI

SE '3I
ORAT* DAN ALAT

KESEHATAN

r ~
SEKSI

KESEHATAN KELUARGA

I UPTD
"SE GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

Diundangkary di Palangka Raya

pacta tanggal 1U MOVJW 2000.
SEKRETARIS DAERAH .PROPINSI

KALIMANTAN pENGAH,-
A. IM -HTTITN

LEMBAIWT'fiAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUH 2000 NOMOR

*



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PR0PINS1
KALIMANTAN TKNGAH.
NOMOR 8 TAllUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

WAKIL KEPALA DINAS

r ~

K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

BAGIAN TATA IJSAHA

L
SUB BAGIAN

PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN

KEUANGAN
SUB BAGIAN
KF.PKGAWAI AN

SUB BAGIAN
UMUM

SUB DINAS
BINA PROGRAM

T

SUB DINAS
PENDIDIKAN DASAR

' SEKSI
PENYUSUNAN RENCANA

PROGRAM

SEKSI
PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

SEKSI
MONITORING PENYUSUNAN

RENCANA PROGRAM

SEKSI PENGEMBANGAN PEN
DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SEKSI
SEKOLAH DASAR

SEKSI
SEKOLAH LUAR BIASA

SEKSI
SEKOLAH LANJUTAN

TINGKAT PERTAMA

SEKSI
SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN

SUB DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH DAN

PERGURUAN TINGGI
J

SUB DINAS
PENDIDIKAN LUAR

SEKOLAH

SEKSI
SEKOLAH MENENGAH

IIMUM

SEKSI
SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN

SEKSI
SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN

SEKSI PERGURUAN
TINGGI DAN PENGEM ¬

BANGAN PENDIDIKAN

J

SUB DINAS
KEBUDAYAAN

SEKSI
PENDIDIKAN
MASYARAKAT

SEKSI SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN

LUAR SEKOLAH

SEKSI
PENDIDIKAN

USIA DINI

SEKSI
PENDIDIKAN DASAK

LUAR SEKOLAH

SEKSI SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL .

BAHASA&BUDAYA DAERAH

SEKSI
PERMUSEUMAN

SEKSI PERLINDUNGAN,
PEMBINAAN PENINGGA -
AN SEJARAHAPURBAKALA

SEKSI .
PENGEMBANGAN

KESENIAN

UPTDui'iu j -j J GUBKRNUR KALIMANTAN TKNGAH,

- \AiMAwi AGAN1
7

Diundatigkan di Palangka Raya
pada Langgal 1 flOVjaattJsh 000.

SEKKETARIS DAERAH
KALIMANTAN

4,

LKMBARAN
TAHUN

PR INS1
TEN

r

A . DJ . N

PROP NSI KALIMANTAN TKNGAH
NOMOR l j 2.

f .



LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROPIKSI

niir2ooo.NOMOR
TANGGAL16 NOVEMBER 2000

i

>

A .
" A'X >
•.,A :•

r-
f:

i

S
¥
r
If.

1f,

t
\fc

X
:3V

.

f-•IK'"

X

KEFALA DINAS KESEJAHTERAAN
SOSIAL

WAKIL KEPAI.A DINAS

X
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

BAGIAN TATA USAHA

J:
SUB BAGIAN

UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEF3GAWAIAN

SUB DINAS
PROGRAM

SUB DINAS
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI
MONITORING DAN

EVALUASI

SEKSI
PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI
PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

X
SEKSI

PENYULUHAN DAN
BIMBINGAN SOSIAL J

SEKSI
BIMBINGAN KESEJATERA

AN MASYARARAT

SEKSI PEMBIKAAN
KEPAHLAWANAN DAN

PERINTIS KEMERDEKAAN

SEKSI
BIMBINGAN KARANG

TARUNA

c

SUB DINAS
BINA REHABILITASI

SOSIAL

SUB DINAS
BINA ORGANISASI DAN
BANTUAN SOSIAL

SEKSI
REHABILITASI

PENDERITA CACAT

SEKSI
REHABILITASI
TUNA SOSIAL

SEKSI REHABILITASI
ANAK NAKAL DAN
KOREAN NARKOTIKA

X
SEKSI BIMBINGAN

PEKERJA SOSIAL DAN
SUMBANGAN SOSIAL

SEKSI
BANTUAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI
PENANGGULANGAN
KOREAN BENCANA

SEKSI
ORGANISASI SOSIAL

UPTD
LX ki GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASHAWI AGAHI

Diundangkan di. Palangka Raya

padn f.anggal 18 LOV Jidliail 2000.

SEKRETARIS DAERAH PRQPINSI
KALIMANTAN TENGAII

j|(Qff«lS T)AEI<WI Pr<0|IJir» l KAr.IMANTAN TENGAH



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN £000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS P2RKEBUNAN
WAKII. KEPALA DINAS

K E L O M P O K
J A B A T A M

F U N G S I O N A L

EEEEEEEEB-

r
SUB DINAS BINA

PERENCANAAN

j

SUB DINAS
PRODUKSI

SEKSI
PENDATAAN & STATISTIK

SEKSI
PERUMUSAN PROGRAM DAN

ANGGARAN

SEKSI
TATA RUANG DAN

PEMETAAN

SEKSI
EVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSI
PEMBIBITAN DAN

PERBENIJIAN

SEKSI PENGEMBANGAN
, DAN STANDARD TEKNIK

PRODUKSI

SEKSI
EKSPLORASI PRODUKSI

SEKSI
PTO. PPRDI

BAGIAN TATA USAHA

r:::::::
SUB BAGIAN

UMUM

r

i

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
HUKUM & ORG

T

SpROTKKSI
n

SUB DINAS
PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN

SUB DINAS
KELEMBAGAAN DAN

SAPRAS

SEKSI
PENGAMATAN DAN
IKRAMALAN OPT

SEKSI
PENGKMBANCAN DAN
STASITKK P. OPT

SKKSI
PENGKNDALIAN OPT

SEKSI
PKNGKNPALIAN DAN
PKNGAMANAN KEBUN

EKSI
PENGEMBANGAN DAN
STANDARISASI TPH

SEKSI
PTO PENCK)!.AfIAN

HASH.
SEKSI

PENGENDAL1AN MUTU
HAS]L

SEKSI
PEMASARAN

J

SEKSI
KELEMBAGAAN USAHA

SEKSI
SARANA DAN PRASARANA

SEKSI
PENGEMBANGAN DAN

INVESTASI

SEKSI
PENYULUHAN

[ UPTD ]--J GUBERNUR KAL'JflANTAN TENGAH,
Wfrmvr*;: '

ASMAWI AGANI

Diundanqkan di. Palangka Ra
pada tanggal 1 UUViivU* cUOO,

SEKRETARIS DAKRAJWPROPiNSIK AI.IMANTAJM NGAII

A . tvKTT- nil.
r.EMH'.PAN PARPEN PROriNST KALIMANTAN TENGAH
TAIIUN 2000 NOMOR ' '' «



LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR B TAJ'UN 2000..
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPAI.A DINAS PARIWI.SATA
DAN SEMI B'JDAYA
WAKTl, KEPAI.A DINAS

I

*
K
u

E
N
L 0
B
G S

M
I
POK
A N
0 N A L

BAGIAN TATA USAHA

r I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM

I

I
SUB DINAS

BTNA SKNI BIJDAYA

71
SEKSI

PESONA SENI
BUDAYA

SEKSI
PESONA SENI KRIYA

DAN RUPA

SEKSI
PERTUNJUKAN DAN

ATRAKSI

SEKSI
PESONA SEJARAH
DAN PURBAKALA

• ~i : i
SUB DINAS

BINA SARANA DAN
OBYEK PARIWISATA

SUB DINAS
BINA PEMASARAN

J 1
SEKSI

AKOMODASI, RUMAH
MAKAN DAN BAR

SEKSI
PROMOSI DAN
PEMASARAN

SEKSI
USAHA JASA

SEKSI
BIMBINGAN
MASYARAKAT

SEKSI
RKKREASI DAN
HIBURAN UMUM

SEKSI
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI

SEKSI
OBYEK PARIWISATA

SEKSI
PENGENDALIAN DAN
ANALISA PASAR

UPTD
1~
1
]] GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 18 NOViiiVUJ/at 2000.
SEKRETARIS DAERAIJ 5ROPINSI

KALIMANTAN

f TMPTRAN DAERAH PROPTNSI KALIMANTAN TENGAH



1

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROPINST
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 0 TAliUM 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS TKNAGA KKRJA
WAK1 L KKi 'AI .A DINAS

K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

zFRT|;:Fmi:

SUB DINAS
PERENCANAAN DAN PROGRAM

J

. SUB DINAS
PENF- MPATAN TKNAGA KKRJA

DAN PERLUASAN KEFVIA

SEKSI
RENCANA DAN PROGRAM

SEKSI
INFORMASI. KETENAGA

KERJAAN

SEKSI
PERENCANAAN TENAGA

KERJA

SEKS7
TP'-NAGA KERJA

MANDIRI

SEKSI
PENYALURAN DAN PENEM

PATAN TENAGA KERJA

SEKSI
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
& PERLUASAN KERJA

SEKSI
EVALUASI DAN

PELAPORAN

L:

BAGI AN TATA IJSAJIA

SUB BAGIAN
PERLENGiCAPAN

SUB BAGTAN
KKUANGAN

T
Sim RAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB DIMAS PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

::r.L -
SUB DINAS HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWAS

AN KETENAGA KERJAAN

SEKSI
PK!ATI BAN TKNAGA

KERJA

SEKSI
STANDARISASI DAN

SERTIFIKASI

SEKSI
PEMAGANGAN DALAM

DAN LUAR NEGERI

SEKSI
BIMBINGAN PRODUKTI -
FITAS TENAGA KERJA

SEKSI
PERSYANATAN KKRJA

DAN PERSEUSIHAN

SEKSI HUBUNGAN INDUS-
TIAL DAN ORGANISASI
PEKERJA & PENGUSAHA

SEKSI
NORMA KETENAGA KERJA¬

AN DAN JAMSOSTEK

SEKSI
LINGKUNGAN DAN
KESELAMATAN KERJA

UPTD
x:::i::;::: GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ,

ASHAWI AGAN

Diundangkan di Palangka RaYa
pada lanorjal Vi WuV j&iJust 2000.
SEKRETARIS DAERAH PR0PINSI

Y * i .r< f NTAN TnWhH .
\

. DJ

i

SUB BAGIAN
UMUM

'nr - - ' ' T J' rjMMJTji'
r\ -

I!

i

t



LAMPIRAM XV PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAllUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH

WAKIL KEPALA DINAS

K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

. SUB DINAS
PENGEMBANGAN PENDAPATAN

SUB DINAS
PAJAK DAN RETRIBUSI

PERUCANAAN
PENDAPATAN

SEKSI
HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAM

SEKSI
ANALISA PELAPORAN

PENDAPATAN DAERAH

J

SEKSI
PAJAK DAERAH

SEKSI
RETRIBUSI DAERAH

cpt/ CT

SENGKETA DAN
DOLEANST

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAG AN
UMUM

l

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
HUMAS

~T
SUB DINAS

BUMD DAN PENERIMAAN
LAINNYA

SUB DINAS
DANA PERIMBANGAN

SUB DINAS
PENGAWASAN DAN

PEMBINAAN

SEKSI
BUMD

SEKSI
LAIN-LAIN PAD

.SEKSI PINJAMAN DAERAH
DAN LAIN-LAIN PENDA -
PATAN DAERAH YANG SAH

SFKSI
BAGI IIASIL PAJAK

CpJ/CT

BAGI * HASIL SDA

SEKSI
DAU DAN DAK

J

SEKSI
PENGAWASAN KEUANGAN

DAN MATERIAL

SEKSI
PEMBINAAN TEKNIS

ADMINISTRAS1

SEKSI
EVALUASI HASIL

PENGAWASAN

I UPTD
r~

' 1
.i:]i GUBKKNUR KAJ MJNTAN TENGAH,

ASM/tyl AGANT

Diuivl.mcikan <li rniancjkct Raya

pnda tanggal 18 NOV 2000.
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

Iptk NTAN CTOIAH,

J. NIHIN.
I.KMP.AITU DAERMt PROPINSI KAMKANTAN TENGAH

TAMUN 2000 !> P *

t

c
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\

*r

}

LAMPIFAN XVI PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR U TAUUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

SUB DINAS
BINA PRODUKSI

( i
SEKSI

B I B I T

SEKSI
P A K A N

fu SEKSI
BUDI DAYA

KEPALA DINAS KEHEWANAN
WAKII. KKPAI.A DINAS

11
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

SUB DINAS
BINA KEBEHATAN

HEWAN

_
SEKSI

itoPENERAPAN TEKNOLOGI,
ALAT DAN MESIN

SEKSI
KESEHATAN MASYARAKAT

. VETERINER

SEKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBE-RANTASAN PENYAKIT

SEKSI
PENGAMATAN DAN

PENYIDIKAN PENYAKIT

SEKSI PENGAWASAN ORAT
DAN PELAYANAN KESEHAT

AN HEWAN

HAG1AN TATA USAMA

r
SUB BAGIAN
PERENCANAAN

I

SUB BAGIAN
KEUANGAN

T
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN
PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN
UMUM

:;im DINAS
HI MA USAllA

sun DINAS
PENGEMBANGAN

SEKSI
PERMODALAN. PROMOSI

DAN INVESTASI

SEKSI
PEMBERDAYAAN USAHA

SEKSI
PENGOLAHAN HASIL

SEKSI
PKMASARAN

SEKSI PENGEMBANGAN
SISTEM PELATIHAN
DAN PENYULUHAN

SEKSI PENATAAN DAN
KELEMBAGAAN PETANI

SEKSI PENGEMBANGAN
LAHAN DAN LINGKUNGAN

HIDUP HEWAN

SEKSI
PELESTARIAN DAN
PERLTNDUNGAN HEWAN

f*

UPTDL:Jsi} GUBERNUR KA IMAtfTAN TENGAH,

ASMAWI AGANj

Diundangknn di Palangka Raya

pada tanggal 1U NOVmUiSK 2000,

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A . nj. IPMIN.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TKNOAIl

TMIWN VOOO i.;.

t

IIK, Up



T

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 6 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPAT.A DINAS KEPENDUDUKAN
DAN TRANSMIGRASI

WAKIL KERALA DINAS

J
K E L O M P O K
J A B A T A N

F U N G S I O N A L

r
, SUB DINAS PENYEDIAAN-INFORMASI KEPENDUDUKAN

DAN POTENSI KAWASAN

SUB DINAS
PF.NGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

SEKSI PENGEMBANGAN
SISTEM DAN TEKNOLOGT

INFORMASI

SEKSI
PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

SEKSI
ANALISIS DAN

EVALUASI

QPVQT
PELAPORAN DAN

DOKUMENTASI

SEKSI
PENYEDIAAN AREAL

SEKSI PERENCANAAN
TEKNIS KAWASAN

DAN AMDAL

SEKSI
PENDAYAGUNAN SUMBER

DAYA KAWASAN

SEKSI
FASILITASI PENGEM¬

BANGAN KAWASAN

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN
PROGRAM

i

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIf '!
KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM

T
SUB DINAS

MOBILITAS & PERPINDAMAN
PKNDUDUK

SUB DINASm.BKRDAYAAN MASYARAKAT
TRANSMIGRASI

SEKSI
INDENTIFIKASI PENYE-

BARAN PENDUDUK

SEKSI
PENGARAMAN

MOBILITAS

SEKSI
PROMOSI DAN

MOTIVASI

SEKSI
PARTISIPASI
MASYARAKAT

SEKSI
FASILITASI PEKPINDAII-

AN PENDUDUK

SEKSI PENINGKATAN
MUTE KETRAMPILAN

TRANSMIGRASI

SEKSI
PENGEMBANGAN USAMA

EKONOMI DAN INVESTASI

SEKSI
SOSTAL BUDAYA

[ UPTD

1

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

r
ASMAwII AGANI

Diunrlnngkan di Palangka)Rnya.
pnda l.nnqgal 1u Wo iO/ij jjt 2000.

V

SEKRETARIS DAERAM TROPINST
IKALIMANTAN jpKNGAH,

A < * " t i j i u M

LV'.V' K.ftyH E ERAH DROPIMSI KALIMANTAN TENGAH
P1 TV: v.yr /: '

c
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